Menimbang :

Mengingat

[ SALINAN ]

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah
Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat 1I Indragiri Hilir dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574),
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang



(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 5289);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 36 Tahun 2012
tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550);

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 874);

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun

2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP

PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

A B0 b=

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.

Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Indragiri Hilir.
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
vang dibuat dan diterima oleh Lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga  Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan
pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau
terus-menerus.
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Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi yang penggunaannya telah
menurun.

Arsip Vital adalah arsip vang keberadaannya merupakan persyaratan dasar
bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan
tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki
nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga
Kearsipan.

Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan
terhadap suatu jenis Arsip.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang
berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu
jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan
kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.

Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang
memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang
meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam
suatu sistemn kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia,
prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya.

Nilai Guna skunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip
bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya
sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif
bangsa.

Nilai guna kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan
yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi
yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi
dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tampa dikaitkan
secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang,
tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

- Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara

pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan
arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada
lembaga kearsipan.

Jenis Arsip adalah kelompok dokumen yang ditata sesuai dengan sistem
pemberkasan, atau dikelola oleh suatu unit, sebagai hasil dari suatu
akumulasi yang sama atau proses pemberkasan, atau aktivitas yang sama,
memiliki suatu bentuk khusus, atau karena beberapa kaitan lain, yang
timbul karena penciptaan, penerimaan, atau penggunaannya.

Retensi Arsip Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip di unit pengolah
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Retensi Arsip Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip di unit
kearsipan sampai dengan dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga
kearsipan.

Keterangan Musnah adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis
arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis
dan tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundang-undangan
vang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang
masih dalam proses hukum.

Keterangan Permanen adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis
arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib
diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban
nasional sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masing-masing organisasi.



23. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa
suatu jenis arsip belum dapat ditentukan rekomendasi akhirnya apakah
dimusnahkan atau dipermanenkan, sehingga perlu dilakukan penilaian dan
pengkajian kembali.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas dalam
menyusun penjadwalan retensi arsip urusan kearsipan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Dinas dalam
mewujudkan pengelolaan arsip yang efesien, efektif, mudah dan lancar dalam
pelaksanaan kegiatan penyelamatan arsip yang bernilai statis pada Pemerintah
Daerah dalam rangka menyusun Jadwal Retensi Arsip.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. pelaksanaan JRA; dan
b. jangka waktu;

BAB 11
PELAKSANAAN JRA

Pasal 5

(1) JRA disusun oleh Dinas.
(2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(I} JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat:

a. jenis arsip/dokumen;
b. retensi arsip/jangka waktu simpan minimal;dan/atau
c. keterangan.

(2) Penentuan retensi arsip sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf b
dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas
sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.

(3) Penentuan retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan
pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 3 (tiga) pola :

a. 2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi;

b. 5 (lima) tahun untuk nilai guna mutu, informasi dan teknologi; dan

c. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggung jawaban catatan
keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan
yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

BAB III
JANGKA WAKTU

Pasal 7
JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berpedoman pada ketentuan

a. peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam
jangka waktu tertentu;

b. peraturan Perundang-undangan yang mengatur kadaluarsa penuntutan
hukum; dan

c. kepentingan pertanggung jawaban keuangan.



Pasal 8

JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada kolom keterangan yang

memuat tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali

dan/atau dipermanenkan dengan mempertimbangkan :

a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip
tersebut tidak memiliki nilai guna;

b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna
kesejarahan atau nilai guna skunder; dan

c. keterangan dinilai kembali adalah keterangan yang menyatakan keputusan
bahwa suatu jenis/seri arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah
musnah atau permanen.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 26Januari 2024
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 NOMOR 3

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA




